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1. Pendahuluan

Perang melawan korupsi telah digaungkan oleh pemerintah
Indonesia sejak lama, bahkan setiap presiden Indonesia selalu
menyampaikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi mulai
dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi (Anti Corruption
Clearing House, 2018). Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat peningkatan jumlah kasus yang
ditangani sejak 5 tahun terakhir (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022).
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masalah korupsi di Indonesia
terus mengalami perkembangan bagaikan penyakit kronis dalam tubuh
bangsa Indonesia.

Perjalanan panjang nan berat bangsa Indonesia dalam
memberantas korupsi semakin menghadapi tantangan berat saat
terjadinya Pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 hingga 2022. Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19 atau SARS-CoV-2) secara resmi telah
dinyatakan  oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health
Organization / WHO) pada tanggal 30 Januari 2020 sebagai penyakit yang
sangat berbahaya dan mengancam kesehatan dunia internasional. Pada
11 Maret 2020, WHO secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai
Pandemi global, setelah Covid-19 menyebar ke 118 negara dan
Menginfeksi lebih dari seratus ribu orang (Suardana et al., 2020).

Ancaman Pandemi Covid-19 tersebut mengakibatkan pemerintah
Ndonesi segera mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk
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Sebagaimana hal tersebut terjadi pada Kementerian Sosial yang
mengadakan Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako Dalam
Rzngka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Direktort
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Tﬂh“.:‘
2020 yang akan disalurkan ke masyarakat pada periode bulan AP"I;
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Hukum sebagai kaidah untuk menciptakan keteraturan du um.
mengarahkan - perilaku - manusia/masyarakat (Fuller, 1964) op.
mendapatkan  perhatian  serius dikala berbagai n’wcam )olz:.rml:

pemerintah justru terlibat dalam pelanggaran hukum itu sendirj Terlebih
dalam situasi bencana seperti pandemi ini. o

Reformasi di bidang hukum harus memperhatikan keterbukaan
hukum nasional terhadap tuntutan norma hukum yang berlaku dan
masyarakat yang terus berkembang. Dalam kegiatan perekonomian yang
sz‘mgat erat kaitannya dengan bisnis dan korporasi, hukum sa:ngat
d 1ps.3r] ukan sebagai sumber segala aktivitas yang akan membawa dampak
bagi masyarakat. Tidak dapat dinafikan pula agar tercapainya efektivitas
dan efisiensi ekonomi, hukum perlu memberikan priéritas dalam
Pembangunan dan demokratisasi ekonomi. Optimalisasi peraturan
le'rkait dengan berbagai tindak pidana di bidang ekonomi perlu
diterapkan dengan tombak analisis yang tepat sasaran sehingga tidak
Mmenghambat iklim usaha. Di sisi yang lain, penerapan aturan hukum
yang tepat sasaran juga akan membawa perlindungan bagi masyarakat
Indonesia atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan adanya
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Indonesiz. Asal kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin corb lfsuk,
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jahat, dan merusak. Sesungguhnya korupsi memiliki arti yang "
luzs. Korupsi dapat pula diartikan penyelewengan atau peng;;i -
(uzng negara) untuk kepentingan pribadi dan orang lain (Hartant
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segera diatasi secara bersama-sa men pemerintah/aparat
yarakat termasuk dj dalamnya
tindak pidana korupsi justru
mangku kepentingan tersebut

adalah korporasi itu sendiri. Namun,
semakin gencar dilakukan oleh para pe

sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Praktik korupsi
demikian tentu menimbulkan keraguan bagi masyarakat/ publik
terhadap legitimasi pemimpinnya dan semakin menambah krisis
kepercayaan masyarakat terhadap hukum (Santoyo, 2008). Pendapat
senada juga dilontarkan oleh Romlj Atmasasmita, bahwa pemberdayaan
birokrasi (lembaga negara) masih sebatas lambang kekuasaan dan belum

menempatkan dirinya sebagai lambang kepatuhan pada hukum
(Atmasasmita, 2014).

Menjadi pertanyaan bersama ba

menjadi penyebab atau akar perma
korupsi di

gl negeri ini, apa yang sebenarnya
salahan terjadinya tindak pidana
Indonesia terlebih para pelaku juga tidak segan untuk
melaksanakan tindakannya di masa pandemi Covid-19 yang telah

dinyatakan sebagai Bencana Non-alam oleh pemerintah. Acapkali,
fenomena tindak pidana korupsi tersebut dikaitkan dengan sifat rakus
yang menghinggapi aparat pemerintahan. Virus koruptif justru
merajalela di antara para pegawai birokrasi pemerintah padahal mereka
sudah mempunyai 83ji tinggi dan hidup yang mewah paling tidak di atas
fata-rata hidup rakyat yang masih serba kekurangan (Sahetapy, 2014).
Perilaky koruptif dengan virus rakus yang selalu menghendaki
keuntungan dengan cara melawan hukum inilah menjadi penyebab
Masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Hal tersebut semakin
tampak dari adanya perilaku koruptif yang dilakukan oleh aparat
Pemerintah bekerja sama dengan korporasi untuk melakukan tindak
Pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial Covid-19.
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?C‘TS!J-’JIS-IT\- H\ :‘lar:w -ar Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan TPK. Pun
:;&"B' korup3?',}\l’m daatihun 2020, terjadi kasus korupsi dengan modus
L—LLLJL m-L:l :rjla berupa adanya suap-gratifikasi yang melibatkan
;’i" :‘_l—a\ BP;L@: Bandung Barat PN dengan beberapa korporasi seperti
v ?31 CV. §], PT. JDG, dan CV. SSGCL. Pada kasus Pengadaan‘
2——:}.;:1 40:131 oleh Dinsos Bandung Barat tersebut, korporasx—korpo'rast
¢ setuju untuk memberikan suap-gratifikasi dengan 'n?mif:l
sesuzi dengan persenan atas nilai setiap paket bantuan so?la yab j
dizdzkan dalam proyek tersebut sehingga korporasi-korpora.sn lersebut
berhasil memenangkan proses pengadaan proyek bantuan sosial terse
(Kristina, 2021).
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pelzku tindak pidana tersebut. Mulai dari UU Tindak Pidana Kor::ra
hingga Perma 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pel'buat
Horporasi. Namun kasus korupsi semakin hari justru semakin mem] "
masyarakat apatis terhadap kewibawaan hukum di Indonesia. Telf cxns
para pelaku adalah pejabat pemerintah itu sendiri dan korporas! e

. hartall
seharusnya hadir untuk memberikan manfaat bagi masyarakat (Su
et al., 2018),

ja| 2

Situasi demikian mendorong adanya proses
yang mampu menjawab segala macam keragua
pcncgﬂkﬂ" hukum di Indonesia, Pemberantasa
salah satu agenda negara untuk mempe
negara hukum yang dijamin ole
Negara Republik Indonesia tah
menjadi hal yang mustahil
pemberantasan korupsi ters

pembangunan hukum

n korupsi merupakan
rkuat reformasi birokrasi. Sebagai
h Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar
un 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
apabila penguatan reformasi birokrasi dan
ebut tidak dilakukan de
hukum yang mampu mengatasi masalah di bida
terus berkembang dengan berbagai modus o
Indonesia telah bersifat sistemik, mulai dari per
nasional sampai pad

ngan pembangunan
ng Korupsi yang juga
perandinya. Korupsi di
encanaan pembangunan

a implementasi kegiatan proyek, dan meluas
mencakup semua sektor dalam berbagai aspek termasuk dala

m kejahatan
bisnis-korporasi (Atmasasmita et al., 201 6).

Menciptakan pembangunan hukum dalam sistem perekonomian
yang mampu menyejahterakan masyarakat merupakan bentuk
perlindungan dan tanggung jawab negara atas kepercayaan yang
diberikan sejak terbentuknya pemerintahan Indonesia (Sinaga, 2017).
Kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan perekonomian tersebut
perlu memperhatikan aspek kepentingan nasional yang berlandaskan
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, serta
efektivitasnya. Pembangunan perekonomian suatu negara adalah
keniscayaan yang akan membawa perubahan di bidang hukum pula.
Pembangunan perekonomian Indonesia yang mampu bergerak aktif
menciptakan iklim persaingan yang sehat dan ramah akan mengantarkan
Indonesia pada sistem ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, aturan
hukum sangat penting untuk mengatur agar pembangunan hukum dan
perekonomian bermanfaat positif bagi masyarakat (Stiglitz, 2003).

Telah dinyatakan pula, pembangunan hukum dan perekonomian
di Indonesia menghadapi tantangan berat dikala terjadinya kasus-kasus
kurupsi di masa pandemi Covid-19 yang melibatkan aparat pemerintah
dengan korporasi, Menyadari bahwa Indonesia tidak bisa terus menerus
'rpuruk dalam situasi tersebut, perlu adanya satu pemikiran yang
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i bidang ~erekonomia
g;;ls in: l;cjak tahun 2021 tidak dilanjutkan (The world Bank, 20m)
namun perlu menjadi perhatian bersama bahwasanya EoDB merupaksy
\ebijakan yang patut untuk dipertimba“SFa“ dalnm‘ mengambil langkap.
langkah demi kemajuan iklim usaha di Indonesia. Langkah terseby
me;ljadikan Indonesia melakukan perubahan berdasarkan  indikator
Luantitatif sebagai berikut (World Bank, 2019):
1. Kemudahan prosedur, waktu, biaya, dan modal untuk nemulai bisnjs
(Starting a business);
2 Kemudahan menyelesaikan perizi
mekanisme  keselamatan.
3. Akses transparansi atas biaya-biaya operasional;
4. Pendaftaran aset/property serta kualitas sistem  administrasi
pertanahan;
5. Mendapatkan kredit dan jaminan aset (Getting Credit);
6. Perlindungan hak pemegang saham minoritas (Protecting minority
inoestors);
Pembayaran pajak;
Kemudahan perdagangan lintas batas (Trading across borders);

Waktu dan biaya penyelesaian sengketa dagang/komersial dan proses
peradilannya;
10. Waktu, biaya, hasil, dan tingkat pemulihan penyelesaian kepailitan
(Resolving  insolvency).
Indikator-indikator tersebut menjadi saran yang diberikan bagi neg

negara untuk menerapkan reformasi kebijakan dalam urusan
kemudahan berbisnis, Upaya perbaikan kebijakan-kebijakan di bidang
perekonomian tersebut menjadi kendali seutuhnya pemerintah selaku
pemegang fungsi regulator yang mengeluarkan kebijakan dan aturan-
aturan hukum untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Pada tahun
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). Masukan dari dunia usaha tersebut di Pastian hukum (Setianto,
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S}L:T:tfato::p tindakan yang korporasi tersebut lakukan.

korporasi itu
policy, rule, course

gencrallv or witlin

Saat ini, Indonesia telah menerapkan reformasi dalam mef'nbalngun
ilim usaha vang kondusif sebagaimana fiilxztr‘apkan olelh -mdtkator
dalam EoDB, antara lain diterapkannya Online Single Subn‘usswu (O.?S),
prosedur Gugatan Sederhana, penyelesaian s'englfeta di pengadilan
cocara online, dan reformasi hukum seperti diterbitkannya peraturan
perunda.ng—undangan terkait Cipta Kerja (Undang-Undang No. 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah -Pengga'nh. Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ker]a_ Menjadi Undang-
Undang). OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga
055 (di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal / B.KPM)
kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 055
sendiri digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh Pelaku Usaha,
baik berupa badan usaha perorangan, usaha mikro, kecil, menengah,
maupun besar, dan usaha dengan modal dalam negeri maupun terdapat
komposisi modal asing. Adapun manfaat OSS tersebut sejalan denga‘n
indikator dalam EoDB yaitu mempermudah pengurusan perizi_nan baik
berupa izin usaha, izin operasional baik ditingkat pusat maupun daerah,
memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan para stakeholder,
menjamin ijin secara aman, cepat dan real time, serta memfasilitasi pelaku
uszha dalam menyelesaikan masalah perizinan dalam 1 tempat serla
penyederhanaan identitas pelaku usaha dalam 1 identitas/NIB.

Sejalinya pemerintah telah menerapkan dan membangun sebuah
sistem yang diperlukan bagi para pelaku usaha (bisnis-korpmgj.i) sebagai
mitra pemerintah. Namun tidak dapat dinafikan pula, kejahatan tcrgus
terjadi, terutama antara pemerintah dengan korporasi (pelaku usaha)
Mengatasi masalah demikian tenty tidak hanya bisa mengandalk;m'
faktor penegakan hukum berupa represif/ penindakan

kebijakan yang diperlukan dalam mengatasi masalah te
kebijakan di bidang pe

saja. Artinya,
rsebut adalah
Ngawasan dan kebijakan di bidang peningkatan
kesadaran hukum (legal awareness) bagi masyarakat terutama aparat

pcmerintah agar tidak ada perilaku yang menghendaki keuntungan
namun dilakukan dengan cara melawan hukum.

Kebijakan di bidang pengawasan dan peningkatan kesadaran
hukum tersebut dapat dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum,
terkhusus KPK selaku Iembaga yang dibentuk untuk meningkatkan
pemberantasan korupsi di Indonesia. Merujuk Pasal 6 dan Pasal 7 UU
KPK, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan monitor atau
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi, dan kampanye anti
korupsi pada masyarakat. Sebagai bagian dari kewenangan KPK
melakukan pengawasan, maka KPK perlu untuk dilibatkan dalam setiap
agenda penyelenggaraan pemerintahan negara, mulai dari proses
penyusunan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Melibatkan KPK dapat
meningkatkan  efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam keseluruhan proses
pengadaan barang/jasa serta pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap
orang yang hendak mendapatkan keuntungan dengan cara melawan
hukum dapat dicegah oleh KPK sebagai pengawas terhadap
kemungkinan adanya perilaku-perilaku koruptif tersebut. Lebih lanjut,
KPK juga perlu mensosialisasikan, kampanye, dan menyelenggarakan
pendidikan  anti korupsi kepada masyarakat, para pelaku
usaha/ korporasi, termasuk kepada aparat pemerintah, agar tumbuh
kesadaran hukum dan tidak ada lagi perilaku koruptif dalam
penyelenggara pemerintahan.
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Telah disebutkan dalam berbagai macam kasus tindak Pidan,
¢ " ps  suap-m
korupsi tersebut bahwasanya terdapat proses SHAP-menyuap  da,
orups ¥ I dengan para pelaku usaha/korporyg
laku pemenang proyek/tender. Tindak pidana korupsi betupa "Suap.
selaku pemens - . : :
Menvuap” memiliki karakteristik adanya kehendak agar pesawa'“egﬂh
Menyuap Jkim atau advokat, berbuat atau tidak berbugy
pemberian atau penerimaan sesuatu tersebuyt,
sehingga perbuatan tersebyt

gratifikasi antara pemerinta

penvelenggara negara, h
sesuatu karena adanya “
dapat berupa hadiah atau Janju
cewajibannya.
bertentangan dengan kew ajibanny

Permasalahan tentang ‘suap-menyuap’ menjadi cermin burukny,
moral dan etika yang dimiliki oleh penyelenggara negara bahkan
dianggap sebagai hal yang biasa layaknyfl Perdagang_an. komaodit
(Atmasasmita, 2014). Berba gai macam faktor dianggap menjadi penyebab
terjadinya praktik suap-menyuap di kalangan penyelenggara negara,
diantaranya faktor ekonomi dan tidak adanya sistem pemerintah yang
transparan (good governance) (Wiryawan & Tjatrayasa, 2016). Lebih lanjut,
suap-menyuap erat kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk
kepentingan sendiri (pribadi, keluarga, dan kroninya) (Khobid et al,
2018). Mempelajari faktor-faktor penyebab timbulnya korupsi, terutama
kaitannya dengan suap-menyuap, KPK sendiri telah memformulasikan
kebijakan di bidang pencegahan dalam Rencana Strategis KPK hingga
periode 2023. Kebijakan tersebut diarahkan pada faktor penyebab
korupsi dengan tujuan meminimalisir penyebab dan peluangnya. Sistem
secara terpadu yang menganalisis risiko dan informasi diharapkan
menjadi kebijakan yang mampu mencegah terjadinya praktik suap-
menyuap.

Menyelesaikan masalah korupsi bukan hal yang mudah sehingg?
dibutuhkan peran serta dari seluruh elemen bangsa, termasuk peran serfa
masyarakat (Ridwan, 2014). Masyarakat memiliki kedudukan yang
penting dalam pengungkapan kasus korupsi karena peran sert?
masyarakat juga merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang
ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum dan pernbangunnn'
perekonomian. Peran serta masyarakat dapat ditingkatkan melalu!
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kebutuhan hukum masyarakat i ot ]
pancasila sebagai filosofj bangsa Indonesia (Atm.ays?;g .t:t‘rsumbe’r dari
Pembangunan tersebut dimulaj dati pembentiian gir:: aetal, ‘2(.)16).
hukum  yang mampu mencetak em pendidikan
penyelenggaraan negara yang sadar akan hyk

Jambang penegak hukum, bukan sebagai lamb

menghasilkan  aparatur

11
um dan mampu menjadi
ang kekuasaan.

' M.enurut Mochtar Kusumaatmadja, etika dan tanggung -jawai:
menjadi pokok serius dalam pembangunan pendidikan hukum Menurut
Satjipto Rahardjo, hukum dikeh ‘ .

: endaki mampu berperan sebagai
pendorong agar tercipta masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.

Pendekatan kedua pemikiran tersebut dilengkapi oleh Romli
Atmasasmita yang berpendapat bahwa birokrasi dan masyarakat (pelaku
usaha/korporasi) dapat direkayasa dengan dilandaskan pada sistem

norma, perilaku, dan nilai yang bersumber pada Pancasila (Atmasasmita
et al., 2016).

Pembahasan tentang etika bagi aparatur penyelenggara negara dan
para pelaku usaha/korporasi melingkupi perilaku yang benar dan salah
(right and wrong) dan baik dan buruk (good and evil) (Graham, 2010).
Melengkapi budaya hukum yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah,
hukum tidak lagi hanya sekedar instrumen atau alat untuk membenarkan
atau menyalahkan suatu perbuatan. Hukum perlu dibangun menjadi
sebuah budaya hukum yang mengedepankan baik dan benar dalam
penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan bermasyarakat, dan
terbangunnya dunia usaha dan para pelaku usaha yang baik dan benar.

3.. -1 Kesimpulan

Progresivitas perbaikan hukum diperlukan untuk membentuk

: LA ! " "
sistem hukum yang dimulai dari pengawasan, pembinaan, pencegahan,
hingga penindakan sebagai langkah terakhir, Pengawasan dimulai dari
Proses yang ramah terhadap kebutuhan korporasi ~dengan
mengedepankan kemudahan dalam berusaha (melalui sistematika secara
online) berdasarkan prinsip-prinsip EoDB sehingga menghasilkan para
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ndukung kondusifitas iklim berbisnis di [ndonQSia_
an dengan mcngutamakan kepatuhan dan
an budaya hukum Korporasi (corporat,
adanya pembinaan tentang etika bag;
an para pelaku usaha/korporas
bisnis selalu didasarkan pada

pelaku usaha yang me
Pembinaan yang dilaksanak
pelaporan penerapan GCG d
culture). Selain itu perlu juga
aparatur penyelenggara negara d
i ceputusan
schingga dalam engambilan kepu :
Q:ir:z;pbyan y mel‘ﬁwkupi perilaku yang benar dan salah (right and wrong)
P :’j (w] .
dan baik dan buruk (good and evil).
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